
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum Tata Cara Perpajakan [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3262 sebagaimana telah 
diubah d~ng:=u"\ Undang - Und ang Norn or 16 Tab rm 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4953); 

Mengingat: 

berprestasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) dengan Peraturan Bupati 
Kolaka Timur. 

sebagairnana dimaksud 
tata cara pemberian 

dan Kepala Desa yang 

h. bahwa berda sarkan pertimbangan 
dalarn huruf a, perlu ditetapkan 
penghargaan kepada Ca.mat, Lurah i ,. 

a. bahwa untuk memacu semangat keaktifan, kreatifitas 
clan tanggung jawab . Camat, Lurah / Kepala Desa 
dalam pengawasan pelaksanaan pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 
serta dalam usaha mengukur kinerja Ca.mat, Lurah / 
Kepala Desa, dipandang perlu memberikan penghargaan 
kepada Ca.mat, Lurah / Kepala Desa di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang mencapai 
target pemungutan PBB - P2 dimaksud; 

Menimbang: 

BUPATI KOLAKA TUT'IUR, c 
DENG.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PEMBER!AN PENGHARGP. .. AN KEPADA CAMAT, LURAH DAN DESA 
YANG BERPRESTASI DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOT AAN (PBB-P2) 

TENT ANG 

PER.~TURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
NOMOR [O TAHUN 2017 

BUPATI KOL.~l{..l\ TIMUR 
PROV!NSISULAWESITENGGARA 

f: 



J\ 

Surat Paksa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4049); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor : 5!::> Tahun '.2005 lentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nornor : 137, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Cara · Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 

6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Uudang Undang Norno r 8 Tahun 201.3 
tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah un '.20 lJ Nomor '.2J, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 540 l); 

8. Urid ang Unda ng Norno 23 Tahun 2014 teritang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta h uri 2014 Nornor 244, Tarnba han Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang 
Nornor 9 Tah un 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 
Tahun l ':::194 ((Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor : 62 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3469) 

4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat. Pak sa [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
scbagairnaria telah diubah derigan Undang - Undang Nornor 
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129, Tarnbahan Lern ba ra n NP-gara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang - Undang Nornor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
p.,,J·..,1.- IT embaran Necara Reriublik Indonesia Tah'un 0no·') J. '--". ,A.i."' \~V.1. •._J.._.... L"- .&. J.• "b'A ,..-. '-'-'1 .J .lJ.."- I.I.A,,, VJ..L~ .&. '- .A. .&..&. -V J.J 

Indonesia Tahun 1985 Nornor : 68 , Tambahan Lembaran 

12 Tahun 1985 tentang Pajak 
(Lembaran Negara Republik 

3. Undang - Undang Nomor 

Bumi dan Bangunan 



Da lam Per-att rran R11.pn.ti ini yn.ng clirn8.k~ud d~ng8n : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur. 

Paaal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATUKAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG TATA 
CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN REP.ADA CA:&f_AT, 
LURAH DAN KEPAI...A DESA YANG BERPRESTAST DALAM 

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BAi-.GU'NAN (PBB-P2). 

Ivlenetapkan 

lvIEMUTUSKAN 

Mernperhatikan: 1. Keputusan Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor : 
82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan antara Pemrintah Pusat dan Daerah; 

2. Keputusan Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor 
83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya 
Pernungutan PBB; 

Penetn.p8.n Kep8.18. D8.e:r8.h at811. clih8.ycir ~en<lii-i oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 51'79}; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 23 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Ka bu paten Kolaka Timur Tahun 201 7. 

15. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nornor 43 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur; 

2010 tentang 
Berdasarkan 

Nornor 91 Tahun 
yang dipungut 

12. Peraturan Pernerintah 
Jenis Pajak Daerah 

l l. Peraturan Pcmcrintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pernanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah clan Rctr ibusi Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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Pemberian pengha rgaan pemungutan PRR-P2 diberikan kepadn 
a. Camat; 
b. Lurah; dan 

Pasal 3 
PEMBERIAN PENGHARGAAN PUNGUTAN PBB-P2 

BAB III 

Camat, Lurah dan Kepala Desa yang 
PRR-P2 berjalan efektif dan efisien sesuai 

pemberian penghargaan kepada 
berprestasi dalam pemungutan 
ketentuan yang berlaku. 

(2) Tujuan ditctapkannya Pcraturan Bupati irn adalah agar dalam pelaksanaan 

(1) Peraturan Bupati mi dimaksudkan sebagai pedornan dalam pernberian 
penghargaan kepada Carnal, Lurah dan Kepala desa yang berprestasi dalam 
Pemungutan PBB-P2. 

BA.Bil 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Paaal 2 

Desanya dan rnelaksanakan tugas dari Pernerintah dan Pemerintah Daere h. 
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 

disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan / atau Bangunan yang 
dirniliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha Perkebunan, 
Perhutanan dan Pertambangan. 

10. Tata Cara Pemberian Penghargaan adalah aturan atau prosedur yang 
mendasari diberikanny« penghargaan atas prestasi atau pencapaian 
kinerja dalam pernungutan PBB-P2. 

11. Tahun Pajak adalah jangka waktu l (satu) tahun · kalender,kecuali bila 
wajib pajak menggunakan Lahun buku yang tidak sama dengan tahun 
kalender. 

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Instansi adalah Instansi yang berwenang di Bidang Pemungutan PBB-P2 di 

Kabupaten Kolaka Timur .. 
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan 

Daerah scauai dcngan Peraturan Perundang - Undariga n. 
6. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator 

Penyelerigaraan Pernerinta han di wilayah kerja Kecarnatan yang dalarn 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari 
Bupati untuk menangam sebagian urusan otonomi Daerah dan 
menyelcnggarakan tugas umum perncrintahan. 

7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan Fungsi - Fungsi 
Pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Kolaka Timur. 

8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 

rnenjadi kewena ngan Daerah Otoriorn. 

O,....""" .... ...-..-: ..... +..-. t .... -·-"' T"'\,·,,·.-,·-L __ ..... _ - - ,_,_ __ ; ; __ -- -1 -1-- ·- ·- ~ - ..... - ··- ~. '='*' • , '1 

rcu1c1111Lc1.118.11 ua.c1 a.11 ya.ug 111e1111rup1n peiaksanaan urusan i-emermtanan yang 
unsur Oacra.h se bagai Kcpala Da.erah penyelenggara 2. Pemerin ta h 



(1) Instansi mengajukan proses pencairan penghargaan dalam bentuk uang 
kepada Camat,Lurah dan Kepala Desa yang berprestasi dalarn pemungutan 
PBB-P2 se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

:S.Aa v 
PENCAIRAN 

Pasal 6 

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada Camat, Kelurahan / Desa 
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 berupa uang. 

Bagian Kedua 
Bentuk Penghargaan 

Pasal 5 

b. Kelurahan y Desa 
1. Bagi Kelurahan / Desa yang dapat merealisasikan PBB-P2 satu (1) 

bulan sebelum tanggal jatuh tempo akan diberikan penghargaan10% 
(Sepuluh Persen) dari target Kelurahan/Desa yang bersangkutan;dan 

2. Bagi Kelurahan / Desa yang dapat melunasi PBB-P2 setelah 
tanggal jatuh tempo sebelum akhir tahun pajak berjalan akan 
diberikan penghargaan 5% (Lima Persen) dari target Kelurahan / Desa 
yang bersangkutan. 

mencapai target realisasi PBB-P2 setelah 
sebelum akhir tahun pajak berjalan akan 

(Dua Koma Lima Pcrscn) dari target Kecarriatan 

2. Bagi Kecamatan yang 
tanggal jatuh tempo 
diberikan bonus 2,5% 
yang beraangkutan. 

a. Kecamatan : 
1. Bagi Kecamatan yang mencapai target realisasi PBB-P2 sebeium 

tanggal jatuh tempo akan diberikan bonus 5% (Lima Persen) dari target 
Kecamatan yang bersangkutan.dan 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang 
dibentuk oleh Bupati. 

(3\ Katecori eebacaimana dimaksud pada ,.:,v-:.i' fl) adalah sebacai berikut : I b ... -..... /\.A.b.:..i..• ,-:-"·•-. 1o.... -. -....--. -J'-"'· \ vo..&(:JJJ. .. , ..... '- b " .AA ..... 

(1) Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang memenuhi kategori tertentu sesuai hasil 
penilaian Bupati akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan. 

Bagian Kesafu 
Kategori 
Pasal 4 

BAB IV 
KATEGORI DAN BENTUK PENGHA~GMN 

( 



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHVN 2017 NOMOR lO 

,,. ... 
i;...,· 

: Tirawuta 
: l '?, - o '?, - 2J17 

LAKATIMURf 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur. 

BAB VI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 7 

(2) Pcncairan pcnghargaan dalam bentuk uang sebagaimaria dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan paling !ambat pada akhir tahun pajak berjalan. 

(3) Proses pencairan penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 




